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TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
masa depan;

bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia, perlu dilakukan upaya, perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa diskriminasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
mengatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan
Anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan  Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
532;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Bangli.
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12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

Bupati adalah Bupati Bangli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangli.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangli.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.

. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bangli.

. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang
dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus
dan masalah lainnya.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan UPTD dilakukan berdasarkan asas :

SR M0 a0 oD

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tatakerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA.

(1)
(2)

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
UPTD PPA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan
pemerintahan khusus Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersifat
pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat



(3)

(4)

()

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan
penetapan kebijakan Daerah.

UPTD PPA memiliki fungsi untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional
Perlindungan Perempuan dan Anak yang berbasis pendekatan pelayanan
kepada masyarakat.

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD
PPA memiliki uraian tugas yang terdiri atas:

pengaduan masyarakat;

penjangkauan korban;

pengelolaan Kasus;

penampungan sementara;

mediasi; dan

pendampingan korban

™o a0 TP

Pasal 5

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan klasifikasi
UPTD Kelas A;

Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Kepala UPTD PPA;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok jabatan fungsional

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA
dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan
yang di tangani.

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan
jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,
mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengedalikan
UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua

kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
b. menyusun program kerja UPTD PPA;
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;



d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam
lingkungan UPTD PPA; dan
f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf b, mempunyai tugas:
penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
pelaksanaan kerumah tanggaan.

o poop

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dan/atau sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BANGLI,

ttd
SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 15
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